SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN, TUNJANGAN PERUMAHAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

PENUNJANG OPERASIONAL (BPO) PIMPINAN DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat
(1), Pasal 22 ayat (2) dan pasal 26 huruf ,c Peraturan Daerah
Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pontianak, perlu menyusun jaminan Tunjangan
Perumahan dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pontianak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor
33 Tahun 2011 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan,
Tunjangan Perumahan Dan Belanja Penunjang Operasional
(BPO) Pimpinan DPRD;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1959 Nomor 9) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat
II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah
Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Derah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggungjawab  Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara nesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5104);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Serta Tata Cara Pengambilan Tunjangan komunikasi
Intensif dan Dana Operasional,

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor
32);

18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Lembaran
Daerah Tahun 2004 Nomor 40 Seri E Nomor 21)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Lembaran
Daerah Tahun 2007 Nomor 7 Seri E Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 33 TAHUN
2011 TENTANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN,
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL (BPO) PIMPINAN DPRD.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Tunjangan Perumahan dan Belanja Penunjang
Operasional (BPO) Pimpinan DPRD (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 337) diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut :
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1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
huruf h, huruf i, huruf j, huruf k diubah menjadi angka, angka 2 dan angka 3
diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Nooas

o

10.

11.

Daerah adalah Kota Pontianak;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Walikota adalah Walikota Pontianak;

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak;
Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Pontianak;

Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin
Sekretariat DPRD;

Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD berupa Jaminan Penyediaan Rumah Jabatan
Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, Rumah Dinas dan Perlengkapannya,
kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang
duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah;

Tunjangan Perumahan adalah tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, dan dibayarkan setiap bulan terhitung
mulai dengan Pengucapan Sumpah atau Janji dalam hal Pemerintah Daerah
belum dapat menyediakan Rumah Jabatan bagi Pimpinan atau Rumah Dinas
bagi Anggota DPRD;

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan yang selanjutnya disebut BPO
Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap
bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan
tugas Pimpinan DPRD sehari-hari;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat 1 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Besarnya uang tunjangan Perumahan untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua

DPRD, dan Anggota DPRD sebagai berikut :

a. Ketua DPRD Sebesar Rp. 14.5000.000,-/bulan
b. Wakil Ketua DPRD  Sebesar Rp. 13.500.000,- /bulan/orang
c. Anggota DPRD Sebesar Rp. 12.500.000,- /bulan/orang

(2) Uang Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar

setiap bulan terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah /Janji.
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Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 9 Oktober 2015

WALIKOTA PONTIANAK,
ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 9 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MOCHAMAD AKIP

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2015 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZETMAWATI, SH., MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19620811 198607 2 002




